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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1435H/2014M

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memenuhi kuota jemaah haji Indonesia Tahun
1435H/2014M perlu memperpanjang waktu pembayaran
biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembayaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1435H/2014M;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,;

5. Peraturan ...



5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 220);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Tahun 1435H/2014M (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 749);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2014 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji Reguler Tahun 1435H/2014M (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI REGULER TAHUN 1435H/2014M.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2014 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Tahun 1435H/2014M (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 749) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2014 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Tahun 1435H/2014M (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 928), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(4) Dalam hal sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 kuota jemaah haji tidak
terpenuhi, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing provinsi
dan/atau kabupaten/kota untuk diisi sesuai dengan sisa porsi sampai
dengan tanggal 5 September 2014.

Pasal II...



Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1224




